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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah memberikan 
gagasan mengenai konsep pendidikan politik bagi warga 
negara muda dalam konteks Indonesia. Hal ini muncul dari 
adanya permasalahan menurunnya kepedulian aspek politik 
pada warga negara muda yang menjadi tantangan dalam 
perkembangan demokrasi di Indonesia. Metode penelitian 
menggunakan library research. Data kepustakaan yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal 
nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, 
laporan penelitian dan kepustaakn lainnya yang berkaitan 
dengan pendidikan politik bagi generasi muda baik dalam 
bentuk online dan offline. Setelah melakukan kajian, 
peneliti menemukan bahwa  konsep pendidikan politik  bagi 
warga negara muda dalam konteks Indonesia setidaknya 
menggunakan dua acara yaitu: 1) pendidikan politik bagi 
warga negara muda dalam dalam konteks Indonesia harus 
memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu 
kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan politik, 
afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter  
dan aspek psikomotor yang berhubungan dengan 
kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) 
Konten pendidikan politik dalam konteks Indonesia adalah 
demokrasi, budaya politik Pancasilla dan isu global. Kesimpulan penelitian ini adalah Pendidikan 
politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan. Gagasan mengenai konsep pendidikan 
politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia merupakan usaha dalam menjawab 
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Kendala yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang dengan 
menggunakan demokrasi dalam model penyelenggaraan pemerintahan adalah 
keterlibatan warga negara untuk melaksanakan proses demokrasi yang ideal. Dalam 
hal ini Molokwane & Muhiya tshombe (2018) menyatakan bahwa pentingnya 
keterlibatan warga dalam proses perumusan kebijakan berakar di antara lain, fakta 
bahwa output dan efek kebijakan publik mempengaruhi mereka yang menjadi 
sasaran kebijakan tersebut. Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh Michels & 
Graaf (2010) bahwa partisipasi warga dipandang sebagai aspek vital  dalam 
demokrasi dan memiliki efek positif pada kualitas demokrasi. Oleh karena itu, 
keterlibatan warga negara yang dimaksud bukan hanya dalam memberikan hak 
suara (voting) dalam pemilihan umum, namun adanya partisipasi masyarakat dalam 
proses pembuatan kebijakan umum dari pemerintah dimulai dari proses input 
sampai pada tahap output. Hal demikian bermakna bahwa konsep keterlibatan 
warga negara yang dimaksud didasari atas kesadaran moral sebagai bentuk loyalitas 
warga terhadap negaranya. 
Pendidikan adalah salah satu sarana yang digunakan untuk meningkatkan 
kemampuan kognitif, karakter dan keterampilan indivudu yang diatur dalam satuan 
kurikulum yang terintegrasi untuk mecapai kompetensi yang sesuai dengan tujuan 
pendidikan secara nasional. Hudha et al (2019) mengemukakan bahwa kurangnya 
keterampilan pada siswa merupakan masalah yang kompleksitas pada sebagaian 
sekolah. Kemudian McMahon (2004) menyatakan bahwa manfaat sosial dari 
pendidikan  adalah eksternalitas pendidikan yang melimpahkan keuntungan bagi 
orang lain di masyarakat termasuk generasi mendatang. Lebih lanjut dalam hal 
pendidikan, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan Mcdougald 
(2018) menyatakan bahwa ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan ketika 
merancang kurikulum terutama dalam hal konten. Kurikulum dalam pendidikan 
harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan sosial masyarakat yang sebagian 
besar dipengaruhi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan Aydin, Ozfidan, & Carothers (2017) bahwa tantangan 
dan hambatan yang spesifik harus dikembangkan untuk pendidik dalam pembuat 
kebijakan agar membantu dalam memenuhi setiap tantangan terutama dalam  
penggunaan teknologi mempersiapkan siswa siap untuk dapat menggunakan 
teknologi. 
Kurikulum sebagai bagian penting dari pendidikan juga berperan sebagai 
instrumen untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam kehidupan 
sehari-harinya. Sebagaimana yang diungkapkan St. John-Matthews, Robinson, 
Martin, Newton, & Grant  (2020) yang menyatakan bahwa desain kurikulum 
merupakan aspek penting dari pendidikan termasuk siswa yang secara signifikan 
dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan oleh kurikulum.  Dalam hal 
mengembangkan kemampuan siswa, kurikulum juga di harapkan mampu 
mengembangkan kemampuan kognitif siswa untuk menjadi panduan warga negara 
dalam memahami setiap informasi yang sangat kompleks. Dalam hal ini Hysing 
(2015) menyatakan bahwa dilema utama dalam perencanaan bagaimana 
memungkinkan perubahan untuk keberlanjutan jangka panjang adalah  legitimasi 
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Kemampuan kognitif siswa untuk dapat memahami perannya sebagai warga 
negara adalah termasuk dalam memahami seperti memahami isu sosial yang sedang 
berkembang, memahami hak dan kewajiban  serta peran individu sebagai bagian 
dari warga negara termasuak dalam konteks Indonesia. Bagian terpenting dari 
pendidikan adalah untuk mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara 
yang baik (good citizen).  Wahab & Sapriya (2011) berpendapat bahwa warga 
negara yang adalah yang mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan sosial 
negara kemudian Karliani, Kartadinata, Winataputra, & Komalasari (2019) 
mengemukaka bahwa warga negara yang baik dapat di awali dengan keterlibatan 
dengan berbasis nilai sosial. Konsep warga negara yang baik merupakan 
kompetensi yang ingin dicapai (civic competence) setelah melaksanakan proses 
pendidikan formal. Peran pendidikan dalam mengembangkan kemampuan 
intelegensi warga negara mempunyai hubungan yang positif terhadap pembentukan 
mindset dan keterampilan warga negara muda (pelajar), sehingga pendidikan 
merupakan bagian dari proses terbentuknya human capital yang berperan untuk 
warga negara muda dalam melakukan analisis dan klarifikasi terhadap informasi 
secara holistik sebagai dasar untuk membentuk kebiasaan berpikir kritis. 
Berdasarkan pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sebutkan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum 
mulai dari kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Pada 
sistem pendidikan nasional Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraann berperan 
untuk menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme secara luas dengan 
memperhatikan konteks lingkungan sosial masyarakat Indonesia yang dilaksanakan 
dalam sistem pendidikan formal. Somantri (2001)  menjelaskan bahwa dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah berinti pada demokrasi pendidikan yang 
mempersiakan siswa agar dapat hidup sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 
Pendidikan kewarganegaraan merupakan satu satunya pelajaran di setiap 
level pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pemaknaan pada 
individu terhadap tangung jawab sebagai warga negara Indonesia yang diiringi 
dengan proses diseminasi ideologi secara praktis yang nantinya berperan sebagai 
katalisator upaya menyelesaikan masalah sosial di masyarakat dengan pendekatan 
Keindonesiaan melalui proses pembelajaran dengan berbagai pendekatan dengan 
output berupa terbentuknya kompetensi kewarganegaraan (civic competence). 
Berkaitan dengan hal tersebut, Bronson (1999) menjelasakan bahwa dalam 
Pendidikan kewarganegaraan keteramilan yang perlu di kembangkan adalah civic 
eknowledge, civic skills dan civic dispotition 
Pendidikan politik tidak dapat dipisahkan dari  Pendidikan 
kewarganegaraan. Partai politik melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik 
mempunyai fungsi untuk melaksanakan pendidikan politik yang berpusat pada 
kader partai dan masyarakat dengan penekanan konten pada hak dan kewajiban 
warga negara dalam membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Namun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai 
politik sangat rentan terhadap conflict of interest yang dipengaruhi oleh 
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Indonesia sebagian besar dilaksanakan oleh partai politik hanya bersifat sporadis 
pada saat menjelang pemilihan umum baik di level nasional ataupun daerah. 
Harapan terbesar untuk melaksanakan pendidikan politik secara ideal pada saat ini 
dalam ruang lingkup formal hanya dapat dilaksanakan melalui pembelajaran 
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkhusus untuk warga negara muda. 
Sekolah pada dasarnya dapat menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan 
kompetensi warga negara muda untuk menyesuaikan dengan budaya demokrasi, 
membangun kesadaran secara personal dan kolektif tentang kesadaran sebagai 
warga negara (Nilgun, Mehmet, & Burcu, 2015) untuk mendapatkan salah satu hak 
yang paling mendasar yaitu hak politik dengan berorientasi untuk meciptakan 
tatanan kehidupan demokrasi yang beradab. 
Peneliti berpandangan bahwa  terdapat kebutuhan yang mendesak tentang 
model pendidikan politik bagi generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, fokus 
kajian pada penelitian ini adalah bagaimana model pendidikan politik bagi generasi 
muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Urgensi 
penelitian didasarkan pada  adanya kebutuhan terhadap pendidikan politik bagi 
generasi muda Indonesia dalam konteks revolusi industri. Revolusi industri adalah 
kondisi dimana segala aspek kehidupan dipegaruhi oleh kondisi global,  dalam 
perkembangannya konsep tentang revolusi industri adalah menempatkan latar 
sejarah revolusi industri secara lebih luas  (de Vries, 1994) sementara di sisi lain, 
muncul  kebingungan dari adanya revolusi industri terutama dalam mempertahanan 
jati diri bangsa bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun 
dampak revolusi industri secara positif dapat dirasakan bagi masyarakat, namun 
menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana mengemas revolusi industri dalam 
bidang pendidikan dapat sealaras dengan fungsi pendidikan yang tertuang dalam 
pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional.  
Beberapa penelitian terdahulu meneliti tentang pendidikan politik antara 
lain. Mirshak (2019) Mengeksplorasi pendidikan politik di organisasi masyarakat 
sipil (OMS) di Mesir pasca pemberontakan yang menghasilkan bahwa  OMS 
mampu mengadaptasi metode pendidikan yang dapat berfungsi sebagai cara 
bertahan hidup dan mendidik dalam konteks otoriter. Zvulun & Harel (2018) yang 
menekankan pada instrumen pendidikan tambahan di sekolah yang dapat 
berkontribusi pada kesadaran, partisipasi  dan keterlibatan politik siswa. Dengan 
melakukan wawancara terhadap 20 guru dari ilmu sosial dan studi 
kewarganegaraan, Artikel ini memberikan pemahaman bahwa tambahan bahwa 
dengan menambahkan teori pembelajaran (politik) akan dapat memberikan 
orientasi kewarganegaraan di sekolah menengah yang akhirnya dapat meningkatan 
keterlibatan warga negara. Hartney & Flavin (2013) menyelidiki fondasi politik dari 
"kesenjangan prestasi" dalam pendidikan Amerika. Dari sisi kesiapan sekolah di 
era global, Walker (2016) mengkaji tentang pemahaman sistem sekolah yang 
sedang dipersiapkan dalam konteks global di Singapura. Penelitian ini 
mengfokuskan pada tiga faktor yaitu  tujuan pendidikan inklusif, kebijakan 
inklusif,pemehaman tentang sejarah negara Singapura dalam konteks pendidikan 
ganda. Zavala & Henning (2017) mengeksplorasi pembentukan pendidikan politik 
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pengorganisasi masyarakat. Hasil dari penelitian kualitatif selama 3 tahun dalam 
organisasi aktivis akar rumput ini adalah pendidikan politik harus dipahami bahwa 
"guru sebagai pengorganisir masyarakat"  
Terdapat beberapa keterbaruan kajian yang peneliti lakukan yaitu pertama, 
pada aspek kajian peneliti mengfokuskan pada kebutuhan pendidikan politik bagi 
generasi muda di Indoenesia dengan mengkhususkan pada jenjang SMA atau 
sederajat di era revolusi industri. Kedua, Kebutuhan pendidikan politik yang 
peneliti usung adalah dengan menghadapkan pada konteks global yaitu revolusi 
industri namun dengan tidak menghilangkan jati diri Indonesia sebagai negara yang 
demokrasi. Permasalahan yang menjadi dasar dalam kajian ini adalah pentingnya 
pendidikan politik yang bernuansa gelobal bagi generasi muda terutama pada 
jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana model pendidikan politik bagi generasi muda 
terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di era revolusi 
industri?”. Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, menggali model 
pendidikan politik bagi generasi muda terutama pada jenjang Sekolah Menengah 
Atas (SMA) sederajat di era revolusi industri. Sementara manfaat penelitian secara 
teoretis adalah diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi ladasan teori bagi kajian 
selanjutnya yang serupa. Variable dalam penelitian ini adalah pendidian politik, 
generasi muda dan revolusi industri. 
METODE 
 Metode yang peneliti gunakan adala deskriptif kualitatif kritis dengan studi 
kepustakaan.  Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan merupakan jenis penelitian 
yang bukan berupa hasil dalam bentuk angka (Gunawan, 2013) sementara kualitatif 
kritis  yaitu dengan menekankan analisis pada sumber data yang di peroleh selama 
penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan bersifat kepustakaan 
yaitu perolehan data melalui buku dan sumber kepustakaan lainnya (Hadi, 1995). 
Data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal 
nasional dan internasional, majalah, hasil penelitian, laporan penelitian dan 
kepustaakn lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi muda 
baik dalam bentuk online dan online.  Sumber yang diperoleh dari buku kemudian 
diinterpretasikan  untuk menghasilkan tesis dan anti tesis (Soejono & 
Abdurrahman, 1999).  
Analisis data menggunakan tiga (3) tekhnik, pertama analisis deskriptif 
berupa  pengumpulan data kemudian melakukan analisis (Surachman, 1990). 
Kedua analisis konten, Hostli  memberikan pendapat bahwa analisis konten 
merupakan upaya penarikan kesimpulan melalui pencarian pesan secara objektif 
dan sistematis (Moleong., 2000). Ketiga, analisis kritis, pandangana kritis 
menekankan pada penafsiran dalam menyelami teks dan menangkap makna 
dibaliknya (Eriyanto, 2008). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dimensi pendidikan politik 
Konsep pendidikan politik  dalam konteks Indonesia adalah  mengacu pada 
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Pendidikan politik bagi pelajar SMA di Indonesia pada hakikatnya adalah tentang 
membelajarkan agar menjadi warga negara yang baik bagi Indonesia. Dalam hal ini 
Hidayah, Suyitno, & Retnasari  (2019) berpendapat bahwa jika dibandingkan, pada 
jenjang Sekolah Dasar karakteristik perkembangannya menampilkan perbedaan  
karena pada usia ini berada ada tahap perkembangan. Sementara pendidikan politik 
bagi pelajar SMA harus turut serta memperhatikan perkembangan usia SMA. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Arma & Agus (1994) menyataka bahwa 
psikomotoris usia SMA ditandai dengan perubahan jasmani dan fisiologi. Dalam 
era globalisasi, pendidikan politik bagi pelajar SMA dengan memperhatikan aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotor diharapkan dapat menambah pengetahuan meraka 
sebagai generasi bangsa sehingga dapat menjadikan Indonesia dapat lebih baik 
dibidang politik mendatang. Halking (2018) menjelaskan jika dimensi pendidikan 
politik bagi pelajar SMA di Indonesia diselaraskan dengan aspek-aspek pendidikan 
yang memperhatikan beberapa aspek baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 
Pendidikan di Indonesia dapat menunjang dalam pencapaian tujuan dan 
berdampak positif di era globalisasi (Nurkholis, 2013). Pendidikan politik 
merupakan proses pembelajaran yang mencoba memahamkan tentang hak dan 
kewajiab warga negara. Sebagai dimensi sosial, Pendidikan adalah unsur yang 
berpengaruh dalam pengembangan sosial (Maemonah, 2012). Demikian dalam 
ranah pendidikan politik, diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk dapat 
mentransformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiab warga 
negara terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. Ciri-ciri warga negara yang 
baik antara lain bersikap mandiri, disiplin, tanggung jawab, bersikap nasionalisme, 
patriotisme saling menghormati dan memliki ketahanan pribadi (Raharjo, 2017) 
Konsep pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks 
Indonesia pada dimensi kognitif yaitu yang berhubungan dengan pengetahuan 
politik. Dalam hal ini,  Pastarmadzhieva (2015) menyatakan bahwa pengetahuan 
politik adalah konsep kunci dalam teori budaya politik. Budaya politik 
mencerminkan nilai-nilai politik dalam masyarakat, memodifikasi sistem politik 
dan dimodifikasi oleh yang terakhir. Elemen budaya politik yang mendefinisikan 
nilai-nilai dan perilaku sipil dan merupakan objek yang dapat didefinisikan adalah 
pengetahuan politik. Pada era digital kini, pengetahuan politik bagi warga negara 
bermanfaat agar dapat menggabungkan ide gagasannya tentang politik di pusaran 
informasi yang berlimpah sehingga dapat meningkatkan intelektualitasnya dalam 
bidang politik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Leonhard, Karnowski, & 
Kümpel  (2020) bahw berita online hari ini adalah sumber penting informasi politik 
dan tersedia dalam jumlah besar, memahami penggunaannya dan pengaruhnya 
terhadap pengetahuan politik warga sangat penting. 
Kleinberg & Lau (2019) berpandangan bahwa Individu dengan pengetahuan 
politik tinggi menunjukkan perilaku yang berdampak pada demokrasi yang 
berfungsi dengan baik, termasuk memegang opini politik yang lebih stabil, 
menunjukkan kendala ideologis yang lebih besar, mengetahui lebih banyak tentang 
kandidat politik, dan lebih cenderung memilih dengan benar. Dalam konteks 
Indonesia, maka dapat di hubungkan bahwa pengetahuan politik warga negara yang 
tepat adalah pengetahuan politik yang mengandung konten Dasar negara 
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Darmawan (2020) bahwa menumbuhkan kesadaran pertahanan nasional termasuk 
politik bagi masyarakat adalah dengan nilai-nilai yang melekat di setiap 
masyarakat. 
Pengetahuan politik konteks Indonesia dengan menekankan Pancasila dan 
UUD 1945 menjadi usaha dalam membumikan konstitusi negara pada warga negara 
terutama di era yang sudah digital saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut Lee & 
Xeno (2019) menyampaikan bahwa penggunaan media sosial politik tidak memiliki 
pengaruh terhadap pengetahuan politik, pada sisi lainnya,  penggunaan media sosial 
secara umum memiliki efek negatif terhadap pengetahuan politik. Pengetahuan 
politik konteks Indonesia adalah pengetahuan dengan nuansa haluan negara. Maka 
sudah seharusnya konten pendidikan politik juga memperhatikan aspek kognitif ini 
sebagai bagian yang penting.  
Memoli, (2011) menyatakan bahwa dalam teori tradisional demokrasi 
menetapkan warga negara yang berpengetahuan sebagai elemen penting dalam 
sistem yang demokratis. Karena alasan ini, pengetahuan politik dipandang sebagai 
fungsional dan elemen yang tak terpisahkan dari demokrasi yang layak. 
Berdasarkan hal tersebut maka pengetahuan politik konteks Indonesia pada aspek 
kognitif adalah selaras dengan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
terbiasa mengenalkan dasar negara pada warga negara sebagai solusi dalam 
menghadi permasalahan bangsa dan negara. hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Marsudi (2006) bahwa nilai-nilai Pancasila telah di terapkan dalam masyarakat 
Indonesia sejak berdirinya kerjaan besar di Indonesia.   
Selanjutnya, pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks 
Indonesia pada dimensi afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter. 
Peterson (2019) menyatakan bahwa pendidikan karakter terlalu individual dan, 
sebagai akibatnya, gagal untuk terlibat secara memadai dengan politik.  Konsep 
kompetensi warga negara (civic competence) yang diperoleh melalui pendidikan 
formal pada dasarnya berfungsi untuk meningkatkan partisipasi warga negara 
dalam penyelenggaraan demokrasi.  Kovacs (2009) menyatakan bahwa jika suatu 
negara tidak mengundang dan mengizinkan individu untuk berpartisipasi dalam  
kebijakan maka negara tersebutbersifat otoriter, teokratis, totaliter, atau fasis; itu 
tidak bisa disebut demokratis. Maka dari itu, kendala pelaksanaan demokrasi 
terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang adalah partisipasi warga negara 
yang berkualitas.  
 Dimensi afektif yang berhubungan dengan pembentukan karakter dalam 
politik di Indonesia adalah sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila dan UUD 1945. Ruger (2005) menyatakan bahwa selama beberapa 
dekade demokrasi memiliki hubungan kompleks dalam struktur politik suatu negara 
dalam setiap aspek masyarakat. Maka dari itu, konsep partisipasi warga negara yang 
berkualitas merujuk pada partisipasi warga negara berdasarkan pengetahuan 
sebagai prasyarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan iklim demokrasi yang 
sehat.  Partisipasi warga negara muda dalam ruang lingkup pendidikan formal dapat 
ditingkatkan melalui pendidikan politik dengan pendidikan kewarganegaraan 
sebagai sarana untuk melahirkan warga negara negara yang aktif (active citizen), 
kritis dan mempunyai pengetahuan yang baik (well informed) tentang 
kewarganegaraan (Print, 2012) dengan titik tekan terhadap penguasaan konsep 
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Pendidikan politik bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada 
dimensi pembentukan karakter  adalah usaha dalam menghasilkan warga negara 
yang baik. Budimansyah & Suryadi (2008) menyatakan bahwa warga negara muda 
masih membutuhkan bimbingan agar dapat mewujudkan warga negara yang baik. 
Selain itu, König & Wenzelburger (2020) berpendapat bahwa  dalam rangka 
menghindari dampak negatif mekanisme tata kelola di tingkat input politik, maka 
pembentukan karakter   politik adalah vital. Maka dalam hal pendidikan politik 
dalam konteks Indonesia akan terdapat berbagai “paying” yang mengarah pada 
mewujudkan warga negara yang baik. 
Wu (2017) menyatakan bahwa lembaga-lembaga politik memainkan peran 
penting dalam mempengaruhi evolusi karakter. Pembentukan karakter pada 
pendidikan politik di Indonesia menjadi usaha dalam mengatasi realitas sosial 
berupa ke apatisan warga negara muda terhadap kehidupan politik. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Malihah (2015) berpendapat bahwa di masa depan, warga 
negara muda yang dapat mengisi pembangunan nasional merupakan yang di 
harapkan bagi Indonesia. mewujudkan pendidikan politik  bagi warga negara muda 
dalam konteks Indonesia akan melibatkan tentang karakter, nilai-nilai dan moral 
sebagai bangsa Indonesia. 
Bagian terakhir yaitu pendidikan politik bagi warga negara muda dalam 
konteks Indonesia pada dimensi psikomotor yang berhubungan dengan kecakapan 
baik berupa intelektual maupun partisipatoris. Dalam hal ini  Ferris et al  (2007) 
menyatakan bahwa keahlian politik adalah suatu konstruk yang diperkenalkan 
sebagai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi efektif dalam organisasi. 
Keahlian politik menanamkannya kerangka kerja yang mempengaruhi perilaku, 
multilevel, kerangka meta-teoretis yang mengusulkan bagaimana keterampilan 
politik beroperasi untuk memberikan efek pada diri dan orang lain dalam organisasi.  
Secara umum dimensi psikomotor   dalam pembelajaran merupakan bagian 
yang banyak berkaitan dengan keterampilan. Dalam hal pendidikan politik maka 
dimensi  psikomotor   dapat di gambarkan sebagai keterampilan warga negara 
dalam politik. Munyon, Summers, Thompson, & Ferris (2013) menyatakan bahwa 
reputasi pribadi dan kemanjuran diri memediasi keterampilan politik  dan hubungan 
kinerja tugas. Kemudian Wang & Hall, (2019) berpendapat jika ketrampilan politik 
terkait dengan kualitas kehidupan sosial yang dinilai sendiri, kesukaan yang 
dipersepsikan berdasarkan persepsi, dan sosialitas positif yang dinilai oleh teman. 
Maka keterampilan politik dapat menentukan bagaimana cara pandang dan sikap 
warga negara.  
Pada warga negara muda terutama jenjang sekolah menengah, keterampilan 
politik dapat melatih mereka untuk dapat menentukan kontribusinya dalam 
kehidupan bernegara. Stringer et al (2009) menyatakan bahw faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap politik anak dalam masyarakat yang sangat terpecah dan 
menyarankan guru untuk meningkatkan hubungan anak dengan masyarakat. 
Keterampilan politik bagi warga negara dapat mengarahkan emosional politik pada 
hal yang lebih bermanfaat pada struktural keterampilan politik. Dalam hal ini 
Quintelier (2010) menyatakan bahwa tidak hanya sekolah mempersiapkan siswa 
untuk dunia 'nyata' tetapi mereka juga menyediakan mereka dengan sumber daya 
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Pendidikan politik  bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia pada 
dimensi  psikomotor  akan dapat membawa pada arah kondisi demokrasi yang ideal 
di Indonesia. hal tersebut sesuai dengan pernyataan Witschge, Rözer, & Werfhorst 
(2019) bahwa selain meningkatkan keterampilan kognitif dan mempersiapkan 
siswa untuk pasar tenaga kerja, salah satu tugas inti pendidikan adalah 
mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam demokrasi.  
 
 
Konten pendidikan politik untuk sma  dan  isu global  
Pendidikan politik bagi warga negara muda  Indonesia penting dilakukan, 
Pacho (2014) menyatakan bahwa banyak mnegatur kehidupan manusia. Dalam 
konteks Indonesia, pendidikan politik penting mengingat fenomena politik yang 
terjadi di Indonesia. Romadlon  (2016) menyatakan bahwa pasca reformasi 
perpolitikan di Indonesia berubah-ubah. Fenomena politik di Indonesia 
menampilkan kondisi  politik yang tidak sehat namun nyatanya terjadi 
dimasyarakat. Misalnya beredarnya praktek politik uang yang berjalan 
dimasyarakat dan dianggap wajar di lingkungan sekitar. Politik hanya dimaknai 
secara transaksional dalam masyarakat. Berpolitik sebagai salah satu upaya untuk 
mencapai kekuasaan. Perlu adanya upaya pendidikan politik bagi warga negara 
muda guna membentuk warga negara muda Indonesia berkarakter dan memiliki 
kesadaran politik. 
Bilgiler, Politik, Öğretimi, kuş, & Tarhan (2016) menyatakan bahwa sistem 
pendidikan di berbagai negara melibatkan pelajaran atau pelajaran yang bertujuan 
membawa pengetahuan politik pada siswa. Tujuan pendidikan politik menurut 
Abdul Mu’iz (2000) yaitu pendidikan yang berusaha menggugah kesadaran politik 
siswa. Kepribadian politik sebagai respon dinamis, sistematis dan 
berkesinambungan terhadap suatu fenomena politik yang terjadi di masyarakat. 
Seorang warga negara muda yang memiliki kepribadian politik mampu 
memberikan kontribusi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu diperluka suatu 
pengetahuan, pengalaman dan kecakapan. Lebih lanjut Ferris et al (2007) 
menyatakan bahwa keterampilan politik  menjadi kompetensi yang diperlukan 
untuk menjadi efektif dalam komunitas. Pengetahuan, pengalaman dan kecakapan 
yang dikembangkan membentuk wawasan politik politik seorang individu. 
Wawasan politik ini meliputi pandangan yang komprehensif, wawan yang luas, 
gagasan yang kritis dan  rasa tanggung jawab.   
Pada ranah pendidikan, pendidikan politik diinternalisasikan dalam mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam hal ini, Bilgiler et al 
(2016) menyatakan bahwa saat ini, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi 
bidang studi yang sangat penting di seluruh dunia. Pendidikan politik, di sisi lain, 
memiliki dimensi penting lainnya dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan 
demikian, ada peningkatan pesat dalam jumlah studi tentang pendidikan 
kewarganegaraan dan pendidikan politik. Pendidikan politik terinternalisasi ke 
dalam materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 
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dikolaborasikan dengan kemampuan pendidik dalam menyampaikan. Kemampuan 
pendidik yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam penyampaian materi.   
Bobot penguasaan materi Pendidikan Politik pada setiap jenjang pendidikan 
memiliki bobot yang berbeda beda. OECD atau Organisation for Economic Co-
operation and Development (2018) menyatakan bahwa dalam bidang sosial, 
ekonomi dan lingkungan - didorong oleh globalisasi dan laju perkembangan 
teknologi yang lebih cepat.  Pada pendidikan dasar pengenalan dan pembiasaan 
terhadap sikap-sikap positif seperti sopan satun, tenggang rasa, ttata krama, 
kedisiplinan dan lainnya. Pada pendidikan tingkat atas mulai ada penguatan 
kemampuan analisis yang berkaitan dengan hight order thingking skills.  Tausan 
(2013) menyatakan bahwa proyek pendidikan milenium ketiga bertujuan mengubah 
praktik pendidikan tradisional menjadi praktikberdasarkan prinsip-prinsip baru 
khusus untuk pendidikan kontemporer dan pedagogi: pendidikan global, seumur 
hidupbelajar, pendidikan inklusif, pendidikan untuk semua, kesempatan yang sama, 
kemitraan dalam pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi pendidik untuk 
menciptakan pembelajaran yang tidak hanya penguatan materi namun juga 
kesadaran untuk berpartisipasi. Peserta didik tercipta suatu pemahaman bahwa 
politik  tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan saja. Disini perlu adanya 
upaya dari pendidik . 
Tantangan pendidikan politik di Indonesia pendidik perlu memiliki 
kemampuan kompetensi yang baik Kompetensi ini diperlukan ole seorang guru 
dalam mengelola kelas agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. 
Menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
mengemukakan kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 
sosial, kompetensi intelektual dan kompetensi profesional.Kompetensi pedagogik 
diperlukan guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Kompetensi sosial 
berkaitan dengan kemampuan seorang pendidik uyang dapat diteladani dalam 
kehidupan sehingga pendidik bisa menjadi role model dalam pembelajaran. 
Kompetensi intelektual terkait dengan kemapuan berfikir kritis, sistematis, yang 
diperlukan guru dalam pendidikan politik dalam mengkritisi fenomena dengan 
pengetahuan politik dan memilih metode yang sesuai dengan materi pendidikan 
politik. Kompetensi profesional berkaitan dengan kemampuan dalam 
merencanakan pembelajran yang efektif  dan pelaksanaan pembelajara.  
Pada pendidikan politik seorang pendidik selain harus menguasai materi 
juga harus update terhadap isu-isu global.  Karaduman (2014) menyatakan bahwa 
saat ini kita hidup di dunia besar yang berubah hari demi hari di abad ke-21. Ada 
banyak parameter dari perubahan besar ini yang terhubung langsung. Sebagian 
besar dari kita dapat menyadari perubahan-perubahan ini dalam kehidupan kita 
sehari-hari, tetapi bagian terpenting dari kesadaran ini adalah tentang memahami 
konsekuensi mereka. Materi dan pengetahuan isu global dapat diperoleh melalui 
sumber bacaan yang relevan seperti buku-buku terbaru, jurnal, peraturan 
perundang-undangan. Selain melalui bahan bacaan  seorang pendidik harus 
memiliki pemahaman terbaru tentang kondisi politik dan isu-isu kebangsaaan. 
Selain itu seorang guru harus memahami peta politik dan tidak memperlihatkan 
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menengah atas dengan karakter siswaa yang sudah dewasa, kritis dan sebagian 
sudah masuk dalam pemilih pemula.  
Karakteristik siswa sekolah menengah atas sebagian sudah masuk kedalam 
warga negara muda yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilihan 
umum, International IDEA (2015) menyatakan bahwa pemilihan umum berkala 
memberi warga sarana untuk menggantikan petahana dan mengubah pemerintahan. 
Dengan hak pilihnya maka siswa sudah mampu menujukkan pemikiran kritis. 
Pemikiran kritis tersebut dapat diuji melalui ruang kelas dengan menampilkan isu-
isu global yang memanas di masyarakat. Cara siswa mengajuka argumen secara 
kritis perlu dibangun di ruang kelas. Hal ini perlu dilakukan karena diperlukan 
ketajaman kritis dalam menganalisis situasi untuk menentukan sikap berpolitik. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Habermas yang dikutip oleh Hardiman (2008) . Oleh 
karena itu, perlu adanya pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan konten 
materi yang disesuaikan dengan isu global.  
Konten materi pendidikan politik harus disesuaikan dengan isu global 
terutama yang berkaitan dengan negara Indonesia. Affandi & Suryadi (2015) 
menyatakan bahwa pendidikan politik haruslah dilakukan secara konkret dalam 
masyarakat. Dalam pendidikan politik perlu memasukan isu-isu kontemporer 
diantaranya yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Konten 
materi pendidikan politik ini dapat diinternalisasi kan melalui 2 media di sekolahan. 
Yang pertama melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
dan media yang kedua yaitu melalui kegiatan organisasi di sekolah bisa melalui 
OSIS, Kepramukaan dan organisasi lainnya. Staeheli & Hammett (2010) 
menyatakan bahwa  pendidikan kewarganegaraan digunakan dalam upaya untuk 
menciptakan warga negara jenis tertentu sebagai bagian dari upaya yang lebih besar 
di pembangunan bangsa dan negara. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila 
dan kewarganegaraan pendidikan politik dilakukan dengan paparan masalah 
(problem exposure) tentang isu-isu global.  Isu-isu global tentang fenomena politik 
disajikan secara kritis dengan gaya penyampaian siswa SMA. Kemudian Freire 
(2008) menyatakan bahwa pendidik berperan sebagai mediator dan fasilitator, 
bukan lagi sebagai sumber pengetahuan. Siswa dapat memperoleh informasi dari 
berbagai sumber dengan bimbingan guru. Selain itu siswa juga dapat mengkritisi 
pendapat yang dikemukakan oleh guru 
Media yang kedua dalam pendidikan politik pada siswa SMA yaitu melalui 
organisasi. Sebagai penyelaras hal tersebut dalam penelitian Çakmaklı (2015) 
tentang partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil (CSO) di Turki yang 
memungkinkan pembelajaran kewarganegaraan aktif, mengungkapkan bahwa 
sumbu kewarganegaraan aktif pertama mencakup dimensi pendefinisiannya (aksi 
sipil, kohesi, aktualisasi diri), sedangkan sumbu kedua mencakup jenis 
pembelajaran yang dibutuhkan oleh warga negara yang aktif (kognitif, pragmatis, 
afektif).  Kemudian dalam hal organisasi pendidikan politik pada siswa SMA, 
organisasi yang dapat diikuti oleh siswa SMA antara lain Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS), Kepramukaan dan organisasi lain. Melalui organisasi siswa belajar 
menyampaikan argumen, bersosialisasi, komunikasi sesuai dengan sudut pandang 
yang berbeda dan tanggung jawab. Melalui organisasi kepribadian politik peserta 
didik semakain terasah. Hal ini terjadi karena peserta didik perlu mengetahui, 
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memamahami isu-isu tersebut siswa dapat menentukan sudut pandang dan 
menentukan tindakan apa yang akan diambil. 
KESIMPULAN 
Pendidikan politik merupakan upaya yang sistematis dan keberlanjutan. 
Gagasan mengenai konsep pendidikan politik  bagi warga negara muda dalam 
konteks Indonesia merupakan usaha dalam menjawab tantangan tentang ke apatisan 
warga negara muda terhadap politik. Berdasarkan  penelitiaan kepustakaann yang 
telah peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa  konsep pendidikan 
politik  bagi warga negara muda dalam konteks Indonesia adalah : 1) pendidikan 
politik bagi warga negara muda dalam dalam konteks Indonesia harus 
memperhatikan beberapa dimensi pendidikan politik yaitu kognitif yang 
berhubungan dengan pengetahuan politik. Afektif yang berhubungan dengan 
pembentukan karakter  dan aspek.  psikomotor  yang berhubungan dengan 
kecakapan baik berupa intelektual maupun partisipatoris. 2) Konten pendidikan 
politik dalam konteks Indonesia adalah demokrasi, budaya politik Pancasilla dan  
isu global.  
 
SARAN 
Pengambil kebijakan direktorat Pendidikan Tinggi, terutama pada pihak 
pengembang kurikulum pendidikan politik  dalam mata kuliah Pendidikan 
Kewarganegaraan masih terbatas, sehingga diperlukan materi tentang pendidikan 
politik   agar menunjang pengetahuan dan pemahan siswa mengenai  politik   di 
Indonesia. Peneliti selanjutnya, diperlukan kajian tentang model pendidikan politik 
bagi generasi muda terutama pada semua jenjang pendidikan karena penelitian ini 
berfikus pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). 
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